BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPAT] LAMPUNG SELATAN
NOMOR  11°- TAHUN 2011

TENTANG

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)

Menimbang

Acves ogpe ey -
Mengmgal

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
'BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat dj Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur Pokok-Pokok Kepegawaian
Tenaga Harian Lepas Sukare!a;

. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Peraturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan
perkembangan saat ini, maka perlu ditinjau kembali:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
Lampung Selatan tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tenaga Harian
Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung

Selatah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penatapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1958, Urdang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daeraﬁ Tingkat Il termasuk Kota Praja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Reput!ik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun - 1974 tentang  Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

bl

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran teazra Republik Indonesia Nomor 42886);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perBendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389); ‘

Unaang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Ind'c':n'esia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapé kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negare Republik !ndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

‘antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); :

Peraturan Pémerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daeréh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4743);

.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
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Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organi_sasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selaiun Nomor 04 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Selatan.

5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan adalah Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan adalah Kepala
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung
Selatan.

7. Bag:’én Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

8. Kepala Bagian_ Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

8. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat THLS adalah
Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati daf;m jangka
waktu dan untuk tugas tertenty, '

10. Kontrak kerja adalah Surat Petjanjian Kerja antara Pemerintah Daerah
dengan THLS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
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Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

. Ditetapkan di Kalianda g
-padafanggal 4 Mei 2011
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

MENOZA szp
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 Me¥ 2044

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NCMOR 1%
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